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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, 

buku Menata Negara Indonesia Dalam Bingkai Konstitusi Undang-Undang 1945: 

Mewujudkan Kesejahteraan yang Berkeadilan dapat dirampungkan 

penyusunannya. Salawat serta salam dihaturkan ke hadirat junjungan  Nabi  

Besar Muhammad SAW,  semoga  kelak  kita  semua  mendapat syafaatnya di 

Yaumil Mahsyar.  

Berawal dari kegelisahan penulis terhadap kondisi bangsa akhir-akhir ini 

yang mengalami banyak persoalan dan ditimpa permasalahan bertubi-tubi 

yang tiada henti. Persoalan kemiskinan, ketidakadilan distribusi kekayaan 

negara, ketimpangan kaya dan miskin semakin lebar, penegakan hukum yang 

tidak berpihak pada keadilan, dan banyak persoalan-persoalan lainnya. 

Padahal, negara ini dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa kaya, letak 

geografis yang sangat strategis, dan jumlah penduduk yang besar.  

Ada yang salah dalam pengelolaan negara ini, oleh karenanya pengelolaan 

dan penataan negara ini harus dikembalikan kepada ruhnya, yaitu konstitusi 

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 telah 

digariskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah tujuan negara Republik 

Indonesia tersebut adalah: (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, 

(3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan (5) keadilan sosial. 

Namun, dalam kenyataannya tujuan itu masih jauh dari harapan di mana 

tingkat kemiskinan masih tinggi, tingkat pengangguran masih belum tertangani 

dengan baik, indeks penegakan hukum masih buruk, ketimpangan dan 

kesenjangan ekonomi masih terjadi, distribusi kekayaan tidak merata di mana 

1% warga negara menguasai 29.4% kekayaan negara.   

Pembahasan dalam buku ini terbagi dalam beberapa bagian. Pertama, 

buku ini membahas tentang arah dan tujuan negara Indonesia. Tujuan 

bernegara dan berbangsa ditegaskan kembali dalam buku ini. Penelaahan 

tujuan bernegara dikembalikan dalam koridor konstitusi dengan arah tafsir 

baru yang lebih menekankan pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

Penafsiran negara hukum berkesejahteraan (welfare state) menjadi penegasan 

ke arah mana tujuan negara harus ditujukan.   

Kedua, Pancasila sebagai ideologi hendaknya dijadikan pedoman dalam 

berbangsa dan bernegara, termasuk bagaimana negara ini memberikan 

kesejahteraan kepada warganya sesuai dengan amanat konstitusi. Ideologi 
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Pancasila banyak menghadapi tantangan dan perlu diaktualisasikan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, ideologi Pancasila hanya 

sebatas slogan, dalam kenyataannya nilai-nilai Pancasila dikalahkan oleh nilai-

nilai komersial dan kepentingan-kepentingan individu dan kelompok. Untuk itu 

perlu diingatkan kembali bahwa ideologi bernegara harus ditaati dan menjadi 

landasan dalam bertindak dalam koridor berbangsa dan bernegara.  

Ketiga, kita dibawa ke dalam pembahasan tentang konsep negara welfare 

state, dan relevansinya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pembahasan ini mencoba menelaah kembali makna welfare state dalam 

konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Uraian tentang welfare state tentunya 

tidak lepas dari konsep ideologi Pancasila dan ideologi lainnya sebagai 

pembanding, yaitu kapitalisme. Dalam welfare state, negara berperan penting 

dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya. Dalam praktisnya, 

konsep welfare state ini ditantang oleh liberalisasi yang berorientasi pada 

market dan meminimalisir peran negara dalam pemenuhan kesejahteraan 

rakyatnya. Di sini aspek politik berperan besar dalam menentukan arah 

kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat.  

Keempat, buku ini menjelaskan tentang bagaimana mewujudkan 

kemakmuran dengan membahas tiga indikator utama kesejahteraan, yaitu 

daya saing dan pengembangan SDM melalui pendidikan untuk semua 

(education for all), kemandirian bangsa melalui kemandirian ekonomi, dan 

penegakan hukum yang berkeadilan tanpa adanya diskriminasi. Dalam 

penjelasan masing-masing indikator diuraikan bagaimana potret pendidikan 

dan daya saing SDM Indonesia yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan 

negara-negara lain. Dalam kemandirian ekonomi juga diuraikan dengan jelas 

bagaimana tingkat kemiskinan dan bagaimana pengentasan kemiskinan 

seharusnya dilakukan, distribusi kekayaan negara yang tidak merata, dan 

bagaimana negara harus menjadi penjamin terhadap kesejahteraan warganya. 

Di samping secara jujur menyajikan potret daya saing pendidikan, kemandirian 

ekonomi, dan penegakan hukum, penulis juga memberikan solusi alternatif 

terhadap persoalan-persoalan yang menjadi poin penting kesejahteraan, yaitu 

pendidikan, ekonomi, dan penegakan hukum.  

Persoalan penegakan hukum mendapat sorotan khusus. Potret penegakan 

hukum yang masih belum mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat, 

intervensi pihak lain, baik aparat maupun mafia hukum, dalam penegakan 

hukum. Penegakan hukum tidak lepas dari manusia sebagai pelaksananya. 

Aparat penegak hukum harus memiliki kejujuran, keberanian, dan konsistensi 

dalam menegakkan hukum. Dalam hukum tidak boleh ada diskriminasi, dan 

hukum tidak dapat diintervensi oleh siapa pun. 
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Penulis mengakui bahwa dalam tulisan ini masih terdapat beberapa 

kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan 

hanyalah milik Tuhan semata. Penulis dengan senang hati menerima berbagai 

macam kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan karya 

selanjutnya di masa yang akan datang. Kehadiran buku ini diharapkan dapat 

menjadi bagian dari upaya untuk menambah khazanah keilmuan.  

Akhirnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini. Wabil khusus, terima kasih kepada istriku 

tercinta Rosna Syahidatul Mukaromah yang senantiasa setia mendukung dan 

mendampingi penulis dalam suka dan duka; dan anak-anakku tersayang: M. 

Abyan Mufid, Dzaka M. Hakim, dan Dzaki M. Ihsan yang telah menjadi inspirasi 

dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan buku ini.  

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan 

kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.  

 

Mei, 2024 

 

 

Penulis 
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REKONSTRUKSI TUJUAN  

BERNEGARA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS 

 
Konsep negara kesejahteraan dan membangun bangsa yang berkehidupan 

baik dan sejahtera adalah menjadi mutlak adanya. Negara yang memiliki 

sumber daya alam (SDA) ini tidak berimplikasi terhadap kesejahteraan 

warganya. Kemiskinan, pengangguran dan kebodohan menjadi fakta otentik 

yang tidak bisa dipungkiri. Tidak ada yang membantah bahwa kesejahteraan 

merupakan impian setiap warga negara. Tidak ada stratifikasi mengenai 

kesejahteraan, artinya siapapun orangnya, apapun etnisnya, agamanya, 

sukunya, tingkat pendidikannya berhak untuk hidup sejahtera (Sukmana dkk., 

2015:1).  

Terbebas dari penjajahan dan keluar dari keterpurukan menjadi tujuan dari 

pendiri negara dan para pejuang. Sejak dari zaman pra kemerdekaan hingga 

saat ini, impian tentang kemakmuran dan kesejahteraan menjadi harapan dan 

cita-cita kolektif bangsa Indonesia untuk merebut dan mendapatkan hak asasi 

yang paling mendasar dan hakiki bagi setiap manusia. Oleh karena itu, para 

pejuang dan pendiri negara berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan 

kehidupan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Imprealisme atau 

kolonialisasi dianggap sebagai penghambat bagi rakyat Indonesia untuk 

mendapatkan kesejahteraan. Sehingga, pilihan satu-satunya adalah berjuang 

merebut kemerdekaan dari penjajah dan kolonialisme. Namun, menjadi 

sebuah keanehan saat kemerdekaan secara formil telah dicapai oleh bangsa ini, 

yakni rakyat masih sulit mencapai kehidupan yang sejahtera. Fakta bahwa 

negara ini lebih dari setengah abad telah merdeka tetapi kemiskinan, 

keterbelakangan, ketidakadilan, dan ketimpangan di berbagai sektor menjadi 

fakta yang tidak dapat dipungkiri. 
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PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA 

KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 

 
A. KEDUDUKAN PANCASILA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF 

Soekarno menyebut Pancasila sebagai dasar falsafah (filosofishe gronslag) 

atau pandangan hidup (weltanschauung) bangsa Indonesia. Dalam posisi 

seperti itu, Pancasila juga mengandung cita hukum (rechts idee), yang 

menempatkannya sebagai norma dasar bernegara (staatsfundamentalnorm), 

serta sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kelima sila, 

menurut Soekarno, merupakan unsur “meja statis” yang menyatukan bangsa 
Indonesia, sekaligus leitstar (bintang pimpinan) dinamis, yang memandu 

perkembangan bangsa ke depan. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua 

kepentingan yaitu: Pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi 

pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia 

baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. Kedua, Pancasila 

diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam 

segala tatanan kenegaraan entah itu dalam hukum, politik ekonomi maupun 

sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. 

Nilai-nilai Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam realisasi normatif 

dan praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks 

demikian, maka Pancasila merupakan “das sollen” bagi bangsa Indonesia, 
sehingga seluruh derivasi normatif dan praksis berbasis pada nilai-nilai 

Pancasila. Secara filosofis-teoritis, untuk melihat Pancasila sebagai suatu 

sistem yang melandasi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di 

Indonesia, maka Pancasila dapat dilihat dalam berbagai perspektif berikut ini: 

1. Pancasila sebagai Falsafah Dasar (Filosofische Grondslag). 

Pancasila sebagai filosofische grondslag memiliki posisi strategis dalam 

rangka menyangga konstitusionalisme Indonesia. William G. Andrews 

menyatakan bahwa tegaknya konstitusionalisme di zaman modern bersandar 
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QUO VADIS NEGARA  

KESEJAHTERAAN: MENELAAH  

IDEOLOGI WELFARE STATE INDONESIA 

 
A. WELFARE STATE DALAM KONSTITUSI INDONESIA 

Negara kesejahteraan (welfare state) adalah model pembangunan dimana 

negara berperan aktif atau hadir dalam segala aspek kehidupan untuk 

melindungi rakyat dari ancaman kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan 

pola hidup sehat. Negara harus bertanggung jawab terhadap kemiskinan, 

kelaparan, keterbelakangan dan jaminan masa tua bagi semua warga negara. 

Pemberian pelayanan sosial dan perlindungan sosial yang selektif atau tebang 

pilih merupakan pengingkaran negara terhadap filosofi dan jati diri para 

pendiri dimana para pendiri bersepakat untuk mendirikan sebuah negara yang 

bertujuan menuju masyarakat adil dan makmur (Suciati, 2016: 151). Dalam 

istilah Adam Smith, tugas negara adalah harus memenuhi dua hal utama bagi 

rakyatnya. Pertama, negara berkewajiban memberikan rasa aman terhadap 

segala ancaman dalam bentuk apapun bagi semua warga negara. Kedua, 

negara juga mendorong dan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semua 

warga (Kurniawan dkk., 2013:12).  

Croslan, sebagaimana dikutip oleh Suharto (2007), menyatakan bahwa 

negara kesejahteraan adalah suatu masyarakat dengan kebaikan dan kualitas 

eksepsional bila dilihat dari standar-standar historis, dan dibandingkan dengan 

kapitalisme pra perang. Kemiskinan dan ketidakamanan berada dalam proses 

kehancuran. Standar kehidupan muncul dengan cepat, kekhawatiran terhadap 

pengangguran kian melemah dan pekerja muda awam memiliki harapan atas 

masa depan yang tidak pernah terbersit dalam benak ayahnya.  
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PROBLEMATIKA WELFARE STATE 

INDONESIA: IDEOLOGI VERSUS PASAR 

 
Membangun negara kesejahteraan, menjadi obsesi banyak negara baru 

terutama di Asia yang merdeka setelah Perang Dunia II. Beberapa negara 

seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, telah cukup berhasil 

membangun negara kesejahteraannya (Triwibowo & Bahagio, 2006: xvii). 

Demikian pula, negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, didesain sebagai Negara 

Kesejahteraan (welfare state). Menurut Pierson (2007:9), kata kesejahteraan 

(welfare) di dalamnya paling tidak mengandung tiga sub klasifikasi, yakni: (1) 

Social welfare, yang mengacu kepada penerimaan kolektif kesejahteraan; (2) 

Economic welfare, yang mengacu kepada jaminan keamanan melalui pasar 

atau ekonomi formal; dan (3) State welfare, yang mengacu kepada jaminan 

pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen dari negara. Negara 

Kesejahteraan (welfare state) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara 

di mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin 

standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya (Sukmana, 

2016).  

Besarnya perhatian terhadap isu negara kesejahteraan (welfare state) ini 

dikarenakan negara kesejahteraan (welfare state) dianggap sebagai jawaban 

yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan 

kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan 

empiris mengenai kegagalan pasar (market failure) dan kegagalan negara 

(state failure) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Myles dan 

Quadagno (2002:34), pada dekade tahun 1970an studi kontemporer tentang 

negara kesejahteraan modern mendapatkan banyak perhatian, baik dari 
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MEMASTIKAN KESEJAHTERAAN DAN 

KEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA 

 
A. MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KUALITAS SDM INDONESIA  

Pembangunan pendidikan merupakan kunci untuk mencapai kemakmuran 

dan kesejahteraan suatu negara. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga 

negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh 

pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya 

tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan 

gender. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan kepada peserta didik 

yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial 

ataupun kendala geografis, dengan menyediakan layanan pendidikan untuk 

menjangkau mereka yang tidak terjangkau.  

Pentingnya pendidikan dalam membangun sebuah bangsa adalah tema 

yang sering dibicarakan oleh banyak tokoh, termasuk Presiden Amerika Serikat 

ke-35 John F. Kennedy. Kennedy meyakini bahwa pendidikan merupakan salah 

satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Beliau percaya bahwa 

investasi dalam pendidikan adalah investasi jangka panjang yang dapat 

membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara. Salah satu kutipan terkenal 

dari Kennedy yang menekankan pentingnya pendidikan adalah, “Our progress 
as a nation can be no more than our progress in education. The human mind is 

our fundamental resource.” Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk 

memberdayakan individu, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan 

peluang yang merata bagi semua warga negara. Pendidikan bukan hanya hak, 

tetapi juga merupakan fondasi bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan politik 

suatu bangsa. Pendidikan bukan hanya sebuah investasi, tetapi juga sebuah 

kebutuhan mendasar untuk mencapai kemajuan dan kebebasan bagi suatu 

bangsa. 
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MENUJU INDONESIA EMAS 2045 

 
A. MENUJU INDONESIA EMAS 2045  

Pada tahun 2045 Indonesia akan memasuki usia 100 tahun atau satu abad 

kemerdekaan Indonesia dan menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk 

mewujudkan Visi Indonesia 2045. Visi Indonesia 2045 merupakan visi yang 

disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 

atas arahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 sebagai langkah 

pemerintah dalam membangun Indonesia menghadapi kecenderungan besar 

dunia (global megatrend). Visi ini memuat gambaran ideal kondisi Indonesia 

dan peta jalan yang perlu dicapai Indonesia hingga tahun 2045. Terdapat 

empat pilar pembangunan yang disusun untuk pencapaian Visi Indonesia 2045, 

yaitu (BPS, 2023: 4-5):  

1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi, 

2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan,  

3. Pemerataan Pembangunan, serta  

4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. 

 

Untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 Indonesia perlu 

menyiapkan generasi penerus berkualitas dan melakukan pemerataan 

pembangunan antarwilayah mengingat karakteristik kepulauan yang dimiliki 

Indonesia. Keempat pilar pembangunan yang disusun menuju Indonesia Emas 

tidak terlepas dari dukungan data kondisi demografi penduduk Indonesia.  

“Indonesia Emas 2045” adalah cita-cita bangsa Indonesia. Visi “Indonesia 
Emas 2045” adalah Indonesia yang sejahtera, berkelanjutan, dan inklusif. 
Indonesia Emas 2045 adalah sebuah wacana untuk mewujudkan Indonesia 

yang maju dan berdaulat di berbagai bidang pada tahun 2045, saat Indonesia 
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KESEJAHTERAAN UNTUK  

SEMUA (WELFARE FOR ALL) 

 
Kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia harus diusahakan oleh 

negara, dalam hal ini Pemerintah, karena itu adalah amanat konstitusi. Selain 

itu, kesejahteraan bagi warga negara adalah hak asasi yang harus dijamin oleh 

negara. Kesalahan pengelolaan dan penataan negara ini jangan sampai terjadi 

kembali. Perjalanan panjang bangsa ini telah mengajarkan kepada kita bahwa 

terlalu mahal mempertaruhkan kesempatan dan masa depan bangsa ini 

apabila dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, 

maupun kepentingan lainnya yang bertentangan dengan kepentingan bangsa.  

Memenuhi kebutuhan dasar adalah langkah pertama negara untuk 

mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya. Negara harus mewujudkan akses 

pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencetak SDM Indonesia yang 

memiliki daya saing tinggi. Negara juga harus menciptakan kemandirian 

ekonomi yang membuat Indonesia berdaulat secara ekonomi di negeri sendiri 

terlepas dari kepentingan-kepentingan asing maupun pihak-pihak lainnya yang 

bertentangan dengan kepentingan Nasional. Dan, negara harus melaksanakan 

penegakan hukum yang berpihak pada keadilan tanpa ada diskriminasi untuk 

memastikan bangsa Indonesia mampu melanjutkan perbaikan kesejahteraan 

dalam jangka panjang. Penegakan hukum yang adil akan memastikan rasa 

aman dan hak-hak warga negara akan terlindungi.  

Khusus untuk kemandirian ekonomi, Indonesia harus memaksimalkan 

potensi sumber daya untuk pengentasan kemiskinan dan dimanfaatkan 

sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Cinta produk tanah 

air harus disosialisasikan dengan gencar untuk mendorong kemandirian 

ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan. Hal ini akan mengurangi 

ketergantungan pada impor produk strategis, menekan risiko krisis akibat 
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